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d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, b dan c di 
atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Sarolangun tentang Aloksi Dana Dcsa; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan dalam pasal 68 
ayat (I) huruf c Pcraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan dengan 
Pcrsaturan Daerah; 

b. bahwa untuk pelaksanaan pernbangunan, perlu dibuat 
dasar hukum tcntang pemberian bagian dari dana 
perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang 
diterima Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang 
pcmbagiannya untuk setiap desa secara proposional 
yang merupakan Alokasi Dana Desa; 

BUPATI SAROLANGUN, 

Menirnbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nornor 
32 Tahun 2004 Tcntang Pcmerintahan Daerah dan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Desa dimana dalam melaksanakan kegiatan 
perncrintahan dan pemberdayaan rnasyarakat di Desa 
memerlukan dukungan pembiayaan; 

DENG AN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 
NO MOR JO T AHUN 2007 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR 10 TAHUN 2007 

TENT ANG 

ALOKASI DANA DESA 
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BAB/ .••.•• 

ALO KASI Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG 
DANADESA 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SAROLANCUN 

dan 
BUPATI SAROLANCUN 

Deoga.o penetuja.aa btrs.am.1 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 
Desa (l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambohan Lemberan Negara 
Repubik Indonesia Nomor 45&7). 

7. Peraturan Pemcrintab Nomor 56 Tahun 2001 Tentang 
Pelapora.n Penyelenggaraaa Pernerintah Dacrah 
(Lembaran Negara Rcpubik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara llepublik 
Indonesia Nomor 4124); 

6. Pen1Luran Pcmcrintah Nomor 25 Tabun 20001 entang 
Kewenangan Pemcrintah dan Kc\o\'Cflangan Propinsi 
sebagai Daerah o,onom (Lcmboran Negara Rcpubik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemcrin1:.W Pusat dan 
Oacrah (Lembaran Negara Rqrubik Indonesia Tahun 
2004 Nornor 126. Tambohan Lcmboran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438): 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahuo 2004 Teniang 
Pcmerintah Dacr.ib (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lemberan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana tclah diubah den.gan Pcraturan 
Pcmcrinlah Penganti Undang·Undang Nomor 3 
Tahun 2005 Tentang Pcrubahan Aw Udang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pcmerintahan Dactah 
(Lcmbaran Negara Rq,ublik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Nq;ara Rq,ublik 
Indonesia Nomor 4439) yang tclah ditc1aploln dcngan 
IJndang-Undang Nomor 8 Tlhun 2005 (Lcmba<an 
Negara Republik Indonesia Nornor I 08 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tcmang 
Pembentukan Pera1ura.n Perundang-Undang.an 
(Lemboran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53. Tambahan Lembcren Negara Republik 
lndonc,ia Nomor 4389): 

2. Und3ng-Ur.dang Nomor 54 Tahun l999 Tentang 
Pembcntu.kan Kabupaten Sarolangun. Kabuparen 
Tebo. Kabupaten Mcarc Jambi clan Kabupatcn 
Tanjung lnbung Timur (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1999 NomOt 182. Trunbahan 
l..cmbar.m Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3903); 

1. Und3Ilg·Undang Nemer 43 Tuhun 1999 Tenlan.g 
Pcrubahan eras Undang-uodang Nomor & Tahun 1974 
Tentang Poko~·pokok Kepegawoian (l.<mb:,ran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. 
Tambahan Lcmbaran Negara Repub1ik Indonesia 
Nomor 3890): 

Mcngingat : 



(I) Sq,nber ADD adalah dari AnW,an Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang diberihn kepada desa scca,a proposional paling sedildt IO % 
( .. puluh per scratus ) dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang dit<rima oleh Kab.Jpaten untuk Desa setelah dilrunt.ogi 
bclanja pegawaj. 

s 4 

Pasal 4 

Tujuan ADD adslah untuk : 
a. Mcningkatkan penyelenggarsan pemcrin1ahan desa dalam 

mela.k.sanakan pelayanan pemcrintahan., pembangunan dan 
kernasyarake; sesuai kewenangannya. 

b. Meningkatkan kcmampuan lcmbaga kemasyarakatan di desa dalam 
pcrcncanaa.n. pc1aksanaan dan pcogcndalian pembangunan sccara 
partisipatif scsuai dengan potcnsi desa, 

c. Meningkalk.llJl pemerataan pendapatan. kesempaian bekerja dan 
kesempatao berusaha bagi masyarakat dcsa. 

d. Mendorong pcningkatan sv.'&daya ll<)tong royong masyaraka1. 

BAB TU 
SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA 

Pa~al 2 

Alokas.i Dana Desa (ADD) dimaksudkM u.ntuk membi3)ili program 
pemerinUlhan desa dalam mdaksaoakan kegiatan pemerimahan dnn 
pcmbcrdayaan masyaraka1. 

UAB II 
MAKSUD DAN TU.IUAN 

m. Angg.van Pcndapatan dan Bdanja Desa yang selanjulnya disin.gkai 
APB Dcsa adalah recana keuangan tahunan Pemerintah OeSJ. yang 
dibahas dan disctujui bersama oleh Pemerintah Desa dan uro, yant 
ditccapl..an dcn_gan. Peraturan Desa; 

n. Peraturan Desa ad.a.lab Peratu.ran Perundang-undangan )'Mg dibuat 
olch BPD bereema Kepala Desa. 

Anggor•n Ptndapaton • .- 

Oalrun Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan 
a. Pemerintuh Adalah Pcmerincah Pusat; 
h. Pemerintah Provinsi adalah Pemerimah Provinsi Jambi: 
c. Dae-rah adalah Kabupaten Sarolangun; 
d. Pcmcrintah D.lCT'Sh adalah Kepala Dacrah besena Perangkul Decrah 

Otonomj yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah: 
e. Kcpala Docrah adalah Bupati Sarolangun; 
f. Dewan Per'\vakilan Rakyat Deerah yang sclanjutnya discbut OPRD 

..Wah OPRD Kabupal<n Sarclangun; 
g, Camat adalah Perangka; Oacrah Kabupaten Sarolangun; 
h. Ocsa adalah Kesaruan masyarakat hukum )ang memiliki betas-betas 

wilayah yang berwenang untuk mcngat\l! dan mengurus kepcntingan 
1ru.~y:lr"...k:u setempat, bcrdasarkan asaJ-usul dan ad.at istiadat 
sctempat yang diakui dan dihonnati dalrun sistern Pcmerintahan 
Negara Kesatcan Republik Indonesia; 

i. Pemcrintah Desa adalah Kepala Dcsa dan Perangkat Dcsa; 
j. Badan Permusyawaratan Desa yMg selanjumya disebut BPD adalah 

Bad.an Pcrmusyawaratan yang ccrdiri atas Pcmuka-pemuka 
masyarakar yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Ada, 
lstiadat. membwn peraturan Dcsa. mcnampu.ng dan menyaJwbn 
a.,,irasi masyarakat, sena melakukan pengawasan terbadap 
pcnyclcnggoraao pemcrintahan dcsa; 

k. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemcrintahan yang I 
dilaksa.nakan olch Pc:merintahan Ocsa dAn Badao Pennusyawaratan 
Oesa· 

I. Alokasi Dana Desa yan3 selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 
dia!okasiloUl olcb Pemerintah Kabuaten Sarolangun untuk Desa. yang 
bemJmb<r dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Oacrah 
yang diterima olch Kabupalen Sarolangun; 

Pa.sal 1 

BAii i 
KETENT\JAN U~{lJM 
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(6) Dc.wnya Nilai Bobot Dcsa tertentu (ODx) dihitung dengan 
menggunakan rumus seba&ai berikut : 

(3) Pcneotuan Variabel lndepeodcn Tambahan dan Pembobotan 
Variabcl rncrupakan keweeangan Tim Fesilitasi Kabupaten deagan 
mempenimbangkan usulan di masul<an dari berbagai pihak. 

(4) Variabel dan pemboboton ditinjau ulang setiap tahun. 

(S) Swnb<r data Variabel mcngguru,k,u, data resmi dai lnstitusi 
Pemcrintahan yang ditunjuk. 

b. Variabel lodepcndea 1 arnbahan, yaitu variable penting lain yang 
perlu dit.a.mbahk.an urnuk dijBdikan dasar pcrhinmgan dengan 
pertimbangan mengurangi kescniangan a.nt.ar desa dan morivesi 
aparatur dalant mclaksanakan pcmbangunan di dcsa. Variabc-1 
indcpcndcn mcliputi wriabel jumlah peoduduk. luas wilayah, 
pcncrimaan PBB dan luas tan.ah kes dcsa. 

3, Variahcl lndcpcndcn Utama. yaitu variable tcrpenting yang 
dirujukan untuk mengurangi \:esenjang.an kcsejahreraan 
masy:.uakat dan pelayanan dasar umum antar dcs.'l secara 
bc:rtahsp dan mengawi kemiskinan slructural ma.\}·a.rakat di 
dese, yang mcliputi variable kemisi<lnan. pcnclidik.an dasar, 
kesehatan clan ketcrjang.kauan. 

(2) Variabcl lndcpenden terdiri dari variable lndependen \Jtama dari 
Van:i.hc:l lodepcnden Tarnbaruul: 

(I) ADD yan, diterima masing·ma')ing desa ditentukan besamya Nila.i 
Bcbot Desa berdasarkan bebcrapa variable indepcnden 

BABIV 
RUMUS PENETAPAN Al.OKASI DANA DESA 

Pas1l 6 
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/IAB W. .... 

BABIV 
PENC[LOLAA,'< ALOKASI DANA DESA 

P11115 

(I) Pcngelolaan Kecangan ADD merupakan bagian yang tidak 
tcrpisahkan dari pengelclaan keuaogan desa dalan, APB Ocsa. 

(2) °'!am pengelolaan ADD yang dilnksanakan olch pemeintahan dese, 
d1uogk,11 Kabupatcn dibentuk Tim fasiliwi dan Tingkat Kecematen 
dibentuk Tim Peodampingan oleh Bupati. 

(3) Tugas dan kewenangan dari Tim Fasiliwi Tiogk,11 Kabupateo, Tim 
Peodamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pclaksano Tu,gkat Desa 
yang dibentuk olch Pcmerintahan dcsa diarur lellih Janjut dalarn 
Peraturan Bupati. 

(2) Pcacntuan propor~i aloka~i da.na tksa berdasarkan a.sas merata dan 
adil: 
3, A~ Mcraua adalah ~samya bagian ADO )ang sama untuk 

seuap desa )'"d.ll8 sclanJutnya di.scbut Alok.asi Dana Desa Minim.al 
(ADDM). 

h. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan secera 
proposional untuk sctiap dcsa berdasarknn Nilai Sobol Desa 
(BO~.> yang ~ihitun~ de~ rumus clan variable tenentu, yang 
selanjutnya disebut Alokasi Dana OCS3 Proposional (ADDP). 

(3) Besarnya persentase pcrbandingan antara asas merata dan adil 
dite.tapkan sebagai bcrikut : 

a. Alokasi Dai" 0.."'1 Minimal (ADDM) sebesar 60 % dari jumlah 
ADD 

b. Alokasi Dana Desa Proposional (AOOP) sebesar 40 % dari 
jmlahAOD. 



9 

(I) Bagi Desa yang pclaksanaan ADD dinilai berprestasi akan diberi 
pcnghargaan. 

(2) Bagi Dcsa yang pclaksanaan ADD dinilai 1idak scsuai dcngan 
kcteotuan dikenakan sanksi. 

(3) Ketentuan mengenai pcmbcrian pcngharpan dan pcngenaan sanksi 
dinunusk.an Tim Fasilitasj Kabupatc-n. 

(4) Bagi pc:lal:sana pembangunan yang terbukti mdakukan tindak 
pidana korupsi dan atau tcrbul.ti melakukan penyimpangan dalem 
pclaksanaan pcmbangunan skala dcsa dari dana ADD akan 
dilakukan rindakan hokum sesuai pc:ranuao pcrundang-undangan 
yang bcrlaku. 

Pu•l 9 

BAS VII 
KETENTUAN PF.1'GHARCAAJ\l l>AN SAi',KSI 

(3) Jcnis laporan dan mckanisme pcrtanggungja"'~Jban diatur lebih 
lanjut dalam peraturan Bupati. 

(2) Pcrtanggungja"ab?.n pelak.sana..,n ~cgiatan ADO di.san1pa.ikao 
kepada masyarakat pada forum musyawarah 1ing.ka1 desa dan 
drlaporken kcpada Bupati. 
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(I) Pelaksanaan kegiutan yang bcrsumbcr dari ADI) dilaksanakwi 
secere partisipatif. tnmsparan dan akuntabcl. 

Pa.1118 

Bagian Kedua 
Pcrta.nggung Ja~·aban 

(3) 1\DD 1id:lk diperbokhkan untuk kegiatan poli1ik, mcla1,1,-an hul..un, 
dan pcruntukan yang tidak tepat sasaran. • 

Paul7 

(I) Alokasi druia opcrasional scbcsar 30 o/, (tiga puluh per seratus) dari 
ADD yang diterima, digunakan uatuk : 
a. BantU3ll Tunjangan Operasional Kepala Ocsa clan Pcrangkat 

Dcsa; 
b. Ban~ Opcrasiooal Kantor Pcmerintahan Desa; 
c. Bantuan Tunjangan ()pcnlsjonal BPO; 
d. BantU3ll Opcrasional BPD; 
e. Bantuan Operasional Kadus clan RT; 
f. Banruan Operasional PKK: . . 
g, IJantuan Optrasional Tim pelaksana ADD T mgkat Desa; 

(2) AJokasi Dan• Dcsa, sebcsar 70 % (tujuh puluh per ,en1tus) 
digu:>akan untuk pclaksanaan kcgiatan pada slwa desa ~ 
dengan Rencana Kelja Pembangunan Ocsa (RK.PD) yang1 
disusun dengan memprioritaskan pada program penanggu angan 
kemiskinan clan pcmbcrdayaan masyarakat: 

Bagian ptrtama 
Pengguna.an AJokasi Dana Desa 

BABVI 
PENGGUNAAN l>AN PERTANGGUNG JA WABAN l>ANA 

Boboi 4 
• Bobet 3 
Bobot2 
Bobot I 

(7) Pcncaruen An,g.ka Bobot (a) masing-nwing variable adalah sc03;ai 
berikut : 
a. Vari:,;bi:1 di.nilai sangat penting 
b. Variabcl dinilai pcnting 
c. Varialxl dinilai cukup penting 
d. Variabcl dinilai Kurang Pcnting 

UOx = al.KVl;a.+J\l.k,·?1+113.KV31+ + an.KVnx 
IJDx • Nih1i Bobot Oc,a uamk ~a i: 
A 1,a2t11J, ..... 11n = Ang.k.a bobot masios:,-masing ,·•ri11ble 

V• KV • K0tfesieo VarlaMI p,ertama, kedua, dsl KVt.K ,,.... n 
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Ir. M. BASY ARI 
PE1\.1BINA TK I NIP 080 054 513 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHON 
2007 NOMOR 10 

Dto 

Diundangkan di Sarolangun 
Pada tanggal ;l.6 Januari 2007 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

H. HASAN BASRI AGUS 

Dto 

BUPATISAROLANGUN 

Ditctapkan di Sarolangun 
Pada tanggal ;;.(; Januari 2007 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Sarolangun. 

BABVU1 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 10 

Dcngan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang 
mengatur mcngenai Alokasi Dana Dcsa dan ketcntuan lain yang 
bcrtentangan dengan Pcraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal ll 

Hal-ha] yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mcngcnai teknik pelaksanaannya akan diarur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 


